BAB I1I

PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan dalam
bab sebelumnya maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Bantuan hukum merupakan hak konstitusional seluruh warga negara,
sehingga  untuk  memberikan  kepastian ~ hukum  pemerintah
mengintegrasikan ketentuan mengenai bantuan hukum dengan UU Bankum
sebagai wujud sarana pemenuhan HAM. Namun demikian, UU Bankum
masih memiliki kekurangan dalam hal ruang lingkup dan jangkauan
penerimaan bantuan hukum yang hanya dapat diperoleh masyarakat miskin
dengan melampirkan surat keterangan miskin.

2. Setelah 11 tahun UU Bankum disahkan, DKI Jakarta masih belum memiliki
Perda tentang penyelenggaraan bantuan hukum. Padahal jaminan
keberlangsungan penyelenggaraan bantuan hukum penting untuk dibiayai
secara rutin melalui APBN dan APBD, mengingat juga adanya keterbatasan
dana APBN untuk penyelenggaraan bantuan hukum. Kewenangan daerah
dalam penyelenggaraan bantuan hukum terdapat dalam Pasal 19 UU
Bankum, bahwa pembentuk undang-undang memperkenankan daerah
untuk dapat mengalokasikan anggaran penyelenggaraan bantuan hukum
dalam APBD dengan membentuk Peraturan Daerah tentang

Penyelenggaraan Bantuan Hukum.
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3. Perda sebagai instrumen yuridis pemerintah daerah sangat penting
keberadaannya untuk daerah dapat mengalokasikan dana penyelenggaraan
bantuan hukum dalam APBD. Disamping itu, Perda juga dapat hadir untuk

dapat mengisi kekurangan dari UU Bankum.

B. Saran
Berdasarkan analisis di atas maka penulis memberikan saran sebagai
berikut:

1. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu serius menunjukkan komitmen
dalam penyelenggaraan bantuan hukum di daerah melalui pembentukan
Perda Provinsi DKI Jakarta tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum guna
memberikan kepastian hukum bagi masyarakat miskin dan kelompok
rentan.

2. Partisipasi masyarakat dalam pembentukan suatu Perda tentu sangat
esensial, sehingga masyarakat sipil perlu untuk terus mengawal proses
pembentukan Perda Provinsi DKI Jakarta tentang Penyelenggaraan Bantuan
Hukum serta terus mendesak pemerintahan daerah untuk segera
mengesahkan Perda tersebut.

3. PerdaProvinsi DKI Jakarta tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum harus
komprehensif mengatur hal-hal yang tidak terdapat dalam UU Bankum
dengan menampung aspirasi masyarakat dan menyesuaikan pada kebutuhan
di daerah. Jangan sampai Perda hadir, tetapi tidak memberikan kebaruan

dari UU Bankum. Pemerintah daerah dalam hal ini perlu memperluas ruang
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lingkup dan jangkauan penerimaan bantuan hukum dengan memberikan
definisi masyarakat miskin dan kelompok rentan selaku penerima bantuan
hukum. Definisi yang diberikan pun harus dirumuskan secara luas supaya
jaminan hak atas bantuan hukum dapat diakses dengan mudah. Kemudian
di dalam Perda perlu juga untuk dicantumkan detail mengenai jenis bantuan
hukum yang dapat diberikan, dalam perkara apa saja dan pada tingkat apa
saja, serta ketentuan mengenai mekanisme pengawasan penyelenggaraan

bantuan hukum yang berasal dari APBD.
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